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MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

M

bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang
bersih dan bebas dari Kkorupsi, kolusi, dan nepotisme  di
lingkungan  Kementerian Pemuda dan Olahraga, periu upava
menderong terwujudnya integritas pengelola dan penyelenggara negara
melalui pengendaliar: Grafifikasi sesuai dengan ketentuan Pasal 12 B
ayat (1}, Pasal 12 C ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

bahwa bperdasarkan pertimbangan sebagaimeana dimaksud  dalam
huruf =, perlu menetapkan  Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga
tentang  Pengendslian Grafifikasi di Lingkungan Kementerian Pemudea
dan Olahraga;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara- yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(Lembaran Negars. Republik  Indonesia Tahun 2003 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak . Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tembahan  Lembaran  Negara Republik
Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang  Nomo:r 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tehun 1999 fentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 1
Nomor 134, Tambahan Lembaran  Negara Repubiik Indonesia Nornor
4150); . - ,

Undang-Undang Momor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dat
Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);



Menetapkan

10.

11.

12.

13.

14.

15y

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (5494);
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran
Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa
Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;Peraturan

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah;

Peraturan Pemerintah. Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawal Negeri Sipil;

Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2012 tentang Strategi  Nasional
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun
2012- 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;

Peraturan Presider Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat
atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dari Organisasi Kementerian  Negara;

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima
atas Peraturan Presiden Momor 24 Tahun 201C tentang Kedudukan,
Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi,
Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

Instruksi  Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang  Aksi
Penceganan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014;

Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 193 Tahun
2010 tencang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan
Zona Integritas Menuiu Wilayah Bebas Korupsi;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENGEMNDALIAN

GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

I

L

Pegawai Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah pejabat dan staf yang bekerja di
fingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
Gratifikasi adalah pemberiain uang, barang, rabat (diskon), komisi, pirjaman

tanpa bunga,

tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan  wisats,

pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Gratifikasi dalam kedinasan adalah hadiah/fasilitas resmi  dari penyelenggara
kegiatan yang diberiker kepada wakil-wakil resmi suatu instansi dalam  suatu
kegiatan tertentu sebagai penghargaar atas keikutsertaan atau kontribusinya dalam

kegiatan tersebut,



(1)
(2)

4, Penerima adalah Pegawai maupun lemisaga dilingkungan Kementerian Pemuda
dan Olahraga, yang menerima uang/barang/jasa sehubungan dengan implementasi
penerimaan dan pemberian dalam konteks gratifikasi.

5. Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disebut UPG adalah  unit
pelaksana program pengendalian gratifikasi.

Pasal 2

Pegawai Kementerian Pemuda dan Olahraga wajib melaporkan segala bentuk
penerimaan sehubungan dengan gratifikasi.

Pasal 3

Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dikecualikan untuk dilaporkan
terdiri atas:

a. diperoleh dari hadiah langsunag/undian, diskon/rabat, voucher, point rewards, atau
suvenir yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan;

b. diperoleh karena prestasi akademis atau non-akademis (kejuaraan/perlombaan/
kompetisi) dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;

c. diperoleh dari keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi atau
kepemilikan saham pribaci yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan
kedinasan;

d. diperoleh dari kompensasi atas profesi diluar kedinasan vang tidak terkait
dengan tugas fungsi dari pegawai negeri atau penyelenggara negara, dan tidak
melanggar konflik kepentingan dan kcde etik pegawai;

e. diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus dua derajat
atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak

f. diperoleh dari hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu
derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang
tidak mempunyai konfiik kepentingan dengan pznerima gratifikasi;

g. diperoleh dari pihak yang mempunvai hubungan keluarga sebagaimana pada huruf
f dan huruf g terkait dengan hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan
keagamaan/adat/tradisi dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik
kepentingan dengan penerima gratifikasi;

h, diperoleh dari pihak lain terkait dengan musibah a tau bencana, dan bukan dari
pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;

i. diperoleh dari kegiatan resmi  kedinasan seperti rapat, seminar, lokekarya
kenfrensi, pelatihan atau kegiatar: lain  sejenis vyang berlaku secara umum
berupa seminar kit, sertifikat. dan plakat/cinderamata;

j. diperoleh dari acara resmi kedinasan dalam bentuk hidangan/sajian/ jamuan
berupa makanan dan minuman yang berlaku umum; dan

k. gratifikasi dalam kedinasan.

Pasal 4

Setiap penerimaan yang berhubungan dengan gratifikasi wajib dilaporkan kepada UPG
dengan mengisi formulir pelaporan baik melalui surat maupur surat elektronik.
Pelaporan melalui surat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui http://kemenpora.go.id




(1)
(2)

(3)

Pasai 5

Penerima gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib melaporkan kepada
UPG dalam waktu paling iama 25 {dua puluh lima) hari setelah menerima gratifikasi.
Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPG meneliti
gratifikasi yang diterima untuk  menentukan gratifikasi yang dianggap suap atau
bukan.

Apabila hasil penelitian UPG  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
gratifikasi yang dianggap suap, UPG menyampaikan gratifikasi tersebut kepada Komisi
Pemberantasan Korupsi dalam waktu paling fama 3 (tiga) hari setelah diterima.

Pasal 6

Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Menteri ini akan dikenai sanksi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan  pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indcnesia.

Ditetapkan di  Jakarta
pada tanggal (4 Agustus 2014
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